GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
LAMPUNG

KEDUTUSAN GUBERMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Momor - G/ 175 /B VITI/HK/1991

TENTANECG

PENGENGHATAN ANGGOTA BADAH PENGAMAS
ERaH PROFINSI DAERAH  TINGKAT I LAMPUNG
PERTODE TaHUN 1991 - 19%4.

1UR KEPALA DAERAH TINGKAT I 1AMPUNG.

Gubernur Kepala daerah Tingkat [ Lampung No.
LHIIT/HE /1988 ﬁanqga; & Wuﬂi 1988 tentang
tan anggota Badan Pangawas Perusahaan lasrah-

siusahaan Gaerah Propinsi Daervah Tingk at I Lampung periode
tahun 1988-1991.

2. ”ubarrur Kepala Caerah Tingkat Lamouny Ho.
I/HK/1989 tentang perubahan Xeputusan Kepala
udt I Lampung No. G/L65/B.¥ITI/HR/1988 tangoal &
tentang Pengar jota Badan Pengawas
Perusabaan Dasrah Propinsi 1t I Lampung perioda
tanun 19858-19%1.
3. 1 Kepala Dasran tat T lampung NoO.
FTIIAHK/ 1990 tangoal 4 Juli tentang perubahan
Subsrnur Kepa}u uac.aq cat I Lampung No.
JYITIOHE1989 tar her 1938% tentang
{atan anggota Badan irusahaan Daerah
nuUng periode tahun
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2. Surat Henteri Dalam Negeri No. 539/1451/PUOD tanggal 19
fipril 1988 perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 53%/1215/PUOD tanggal 3
fipril 1990 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas.

4. Surat HMenteri Dalam Negeri No. 539/1627/PUCD tanggal 29
fipiril 1991 perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
HMengingat : 1. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;

2. Undang undang Nomor : 14 Tahun 1974 ;

3. Undang undang Nomcr : 5 Tahun 1962

4. Peraturan Henteri Dalam Negerl Nomor : 1 Tahun 1984 ;

5. Keputusan Menterl Dalam Megeri Nomor : 536666 tanggal 7
Oktober 1981 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan
fnggota Direksl dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

&. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor 4
Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es
Sari Petojo. )

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5
Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja.

8. Peraturan Dasrah Prcpinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6
Tahun 1936 tentang Perusahaan Daerah P=srcetakan Grafika
Rarya.

MEHUTUSKAN:

Henetapkan
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Pertama fAnggota Badan Pengawas Perusahaan Dasrah Propinsi Daerah
, Tingkat I tLampung periode tahun 1991 -~ 1994 dengan susunan
- sebagai berikut :
1. Ketua merangkap anggota : Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I
Ltampung { Ex. Officio )
2. Wakil Ketua/Ketua Harian
merangkap anggcta : Drs. Hi. FAUZIE SALEH
Sekwilda Tingkat I Lampung
3. Anggota : Dis. THAMRIH NOER
fiss. I1 Sekwilda Tk I Lampung
4. Sekretaris merangkap
Anggota : Drs. Hi. ALMASRI
Kepala Biro Bina Bangsareda
Tingkat I Lampung
Kedua : Badan Pengawas mempunyai tugas :

1. Menetapkan kebijaksanaan pokok vang harus dilaksanakan olieh
Parusahaan Daesrah-Perusahaan Dazrah

2. Mambina dan mengawasi pelaksanaan kebil)aksanaan pokok
tersebut.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah
menganai rancangan rencana Kerja dan anggaran Peruasahaan
serta perubzhan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya
dari Direksi.

4, Mengawasl pelaksanaan .........
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4. Hengawasl pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan
seirta menyampalkan hasil penilaiannya kepada Gubernur
Kepala Daerah dengan tembusan Kkepada Direksi Perusahaan
Da=srah.

5. Hengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal
Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera
melaporkannya Kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertal
saran-saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

6. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah
dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai
setiap masalah lalinnya vang dianggap penting bagi
pangelolaan Perusahaan.

- 7. HMelakukan tugas—tugas pengawasan lain vang ditentukan oleh
Gubernur Kepala Daerah.

8. Memberikan laporan Kepada Gubernur Kepala Daerah secara
berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang
dipearlukan mengenal perkembangan Perusahaan Daerah can
hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan [Oaerah.

9. Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali dan sewaktu-waktu diperlukan.

10. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dsngan Perusahaan
Daerah sesual dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta
kewajibannya. .

11. #Hengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

12. Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Ketiga * Badan Pengawas mempunyal wewenang :

1. #elihat buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa keadaan Kas {(untuk keperluan ¥erifikasi) dan
memeriksa Kekayaan Perusahaan.

2. Heminta penjelasan-penjelasan darl Direksi Perusahaan
bDaerah mengenai ssgala perscalan vang menvangkut
pengelolaan Perusahaan. ;

3. Heminta Direksl dan atau pejabat lainnya yang dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas

4. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan.

5. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam
peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

Keempat : Untuk wmembantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas
Khususnya dalam bidang administrasi dan pengumpulan data,
Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan
Pengawas dimana angagotanya diangkat dan diberhentikan oleh
anggota Badan Pengawas.

Kelima / : Kepada anggota Badan Pengawas dan anggota Sekretariat Badan

' Pengawas diberikan honorarium yang besarnya ditentukan oleh
Ketua Badan Pengawas sesuai dengan Kemampuan Perusahaan-
peirusahaan Daerah.

Keenam : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
inl dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah secara bersama
sama. ’
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Ketujuh = Dengan berlakunva keputusan ini maka keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung -
1. Nomor : G/165/B.VIII/HK/1988.
2. Nomor : G/291/B.VIII/HK/1989.
3. Nomor : G/225/B.VIII/HK/1990 dicabut dan dinyatakan tidak
herlaku lagi.

Kedelapan - Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 #pril 1991 dengan
: ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGA 22=5w1991

TINGKAT I LAHPUNG,

SALINAN : Keputusan inl disampaikan kepada YtH.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung

4. Sdr. Para Direksi Perusahaan Daerah Dati I Lampung

5. 8dr. Hasing-masing yang bersangkutan untuk memaklumi
dan diindahkan.

6. Kumpulan Keputusan
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